UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN

UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL-UPL)

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN VILLA LUBUK GADING PERMAI
TYPE RSH (36/108)
SEBANYAK 65 UNIT

LOKASI KEGIATAN
JI. Afdling 2 Plasma, Desa Rawang Kawo, Kecamatan Lubuk
Dalam, Kabupaten Siak
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PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG -TELP/FAX. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR : |§ /660/BLH-S/KPTS/2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
mmmrumcummlvmwmmmam
TYPE RSH 36/108 M2 SEBANYAK 65 UNIT DI JL. AFDELING 2 PLASMA, DESA

Menimbang :© a Bahwarcnmnakcg:atanpcmbangunanpcrumahanViIlaUJbuk

GadingPamaitypcRSH%/lOSstcbanyakGSunitdiJl-

Afdeling 2 Plasma, Dwal.ubukDalaml(mmatanLubukDalam,

Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Masuti Blora Mandiri
mcrupakankngialanyangwajibmunilﬂdlzinljnghm@n:

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Siak

Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati

bahwaRckomcndasiUKL—UPernakcgialaannbangtman
Pu-umahanVi]laLubukGadingPexmaitypeRSHZiﬁllOBmQ
scbanyakﬁSunitdiJLAfdcﬁng2Plas:1{a, Dml.ubukDalam

d. bahwabcrdasarkanpaﬁmbangansebagaimanadhnaksudhmufa,
hmufbdanhumfctcrscbutdiatas,peﬂumcnctapkanxcputusan
Lingkungan rencana kegiatan Pembangunan Perumahan Villa
mbukGadingPamaitypeRSH%IIOBstebanyakGSunitdiJL
Afdeling 2 Plasma, Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau
Negara Tahun 1985 Nomor 112, Tambahan Lembaran

(Lembaran
Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun
1990Noma'49,TamhahanlanharanNemm3419);
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3. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karnmun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2003 ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor S059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin

Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5285);

10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rl Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun
2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
Lingkungan Hidup;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan

Lembaga Teknis Daecrah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);
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Menectapkan

KESATU

14. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Nomor 05 Tabhun 2010 Tentang Pelimpahan
Wewenang Penandatangan Penzmnan Dan Non Pernzinan Dibwdang
Lingkungan Hidup Kecpada Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Siak.

3. Bidang Usaha
4. Alamat Kantor

5.Lokasi Kegiatan

6.Deskripsi Kegiatan

- Pembangunan Perumahan (Developer)
- JL Garuda Raya No.5 Perum Griya

Sidomulyo Pekanbaru

- JL Afdeling 2 Plasma, Desa Lubuk

Dalam- Kec. Lubuk Dalam Kabupaten
Siak Provinsi Ri

: rencana kegiatan Pembangunan

Perumahan Villa Lubuk Gading Permai
typcRSH36/108m23!nnyak65unit
di JL. Afdeling 2 Plasma, Desa Lubuk
Dalam- Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak,

a. Pembebasan lahan;

b. Pengurusan perizinan;

c. Penataan kawasan;

d. Sosialisasi;

e. Penenimaan tenaga kegja;

f. Operasional barak kegja dan
Gudang;

g Pematangan lahan;

h. Mobilisasi alat dan material;

i. Pembangunan unit perumahan;

j- Pembangunan sarana sanitasi;

k. Pembuatan sumur bor;

L Pembuatan jalan dan dramase;

m. Landscaping;

n. Penanganan limbah konstruksi;

0. Serah terima bangunan.
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Fosang bngousp kegatan delam mo hngkungan scbagaimana tersebut
vade dicoan Kesstu mencakup kegiatan yang tercantum dalam
Frkomendas UKL-UPL rencans kegiatan Pembangunan Perumahan
Vilke Latbnik Gading Permas type RSH 36/ 108 m2 scbanyak 65 unit di
I Aldeling 2 Plasma, Dess Lubuk Dalam Kec Lubuk Dalam,
Kabupeten Sk, Provins au oeh  PT. Masut: Blora Mandiri.

mcpuhndmndanpcngcbhanhnghm@nmdupunmk
wahepen konstruks dan operasi yang terdin atas:
2 o sementarz lmbah bahan berbahaya dan beracun;

2 lzin usaha dan/atau zan lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
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KEDELAPAN

PT. Masuti Blora Mandin menyampaikan laporan pelaksanaan
persyaratan dan kewajiban scbagaimana tersebut pada diktum Ketiga
dan Keempat, setelah pelaksanaan kegiatan kepada:

a. Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;

c. Gubermur Riau Cq Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Riau;
d. Bupati Siak;
¢. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak.

PT. Masuti Blora Mandini sebagai pemegang lzin Lingkungan
dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan
pelanggaran scbagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan;

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak
lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola scbagaimana
tercantum pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), wajib
melaporkan kepada instansi terkait scbagaimana tersebut pada
diktum Kelima paling lama 1 x 24 jam;

PT. Masuti Blora Mandiri sebagai pemegang izin lingkungan wajnb
mcmbcn‘kanakswkcpadapcjabatpcngawasﬁngkunganhidup
untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

[n'n'l.ixigklm@ntjdakbeﬂakuambﬂadalamjangkawaktUS(ﬁga)
tahun sejak diterbitkannya lzin lingkungan, pihak PT. Masuti Blora
Mandiri tidak melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang

bersangkutan;

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini
berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegratan
berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau

chlmmnl(cpalaBadanljnglmngmHidupKabupatcnSiakini
dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka
Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau dicabut.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : (4 NOVEMBER. 2016
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